
i 
 

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA 

KUMUH) DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG 

KABUPATEN KAMPAR 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive 

Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

 Sultan Syarif Kasim Riau 

 

 

 

 

 

OLEH  

 

YUSNI SUNDARI 

NIM:11870524330  

 

 

PROGRAM S1  

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  

PEKANBARU  

1443 H / 2022 M 

 







 



 

i 

 

ABSTRAK 

 

EVALUASI PENERAPAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA 

KUMUH) DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG 

KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh : 

 

YUSNI SUNDARI 

11870524330 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Program Kota tanpa Kumuh 

(Kotaku) berjalan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kam-

par. Peneliti ingin melihat apakah Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) sudah 

berjalan atau hanya sebuah rencana yang belum terealisasi sebagai salah satu 

sasaran pemerintah dalam mempercepat penanganan peukiman kumuh menjadi 

0% kawasan dan permukiman kumuh pada pelaksanaan pembangunan kawasan 

permukiman yang terdapat di wilayah Indonesia khususnya di Tarai 

Bangun.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif 

Deskriptif dengan pendekatan Induktif yang dilakukan dengan cara  menggam-

barkan segala permasalahan yang terjadi di lapangan untuk diteliti dan 

dipecahkan permasalahannya sehingga dapat disimpulkan dan   akhirnya   akan   

muncul alternatif saran ataupun buah pemikiran untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi William N.Dunn Metode pengum-

pulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara,dokumentasi dan ob-

servasi di lapangan. Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan  bahwa kriteria  keku-

muhan  di  wilayah  Desa  Tarai Bangun berada  dalam  tingkat  klasiikasi  kelas  

Kawasan  Kumuh  Berat. Hal  ini  dikaitkan  dengan  teori dari Evaluasi pelaksa-

naan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Tarai Bangun, yaitu Efektivi-

tas di  mana dilihat  dari  bentuk pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan 

program,Efisiensi dari Sumber Daya Finansial,Kecukupan  dilihat dari tingkat  

pencapaian,Pemerataan dilihat dari proses pelaksanaan,Responsivitas dilihat 

dari pengawasan pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan program dan 

ketepatan dilihat dari target pelaksanaan. 

 

Kata Kunci : Evaluasi, penerapan, kota tanpa kumuh (Kotaku). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lingkungan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manu-

sia. Dampak dari maraknya pertumbuhan Industri di Negara-negara maju yang 

secara paksa diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia menyebabkan 

tumbuhnya lingkungan-lingkungan baru yang tidak seimbang. Pesatnya pertum-

buhan ini mendorong laju urbanisasi masyarakat dari desa menuju Kota. Aki-

batnya degradasi lahan dan menjamurnya pemukiman kumuh baru di Perkotaan. 

Hal ini seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

Perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk di 

dalamnya. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek ke-

hidupan, salah satunya adalah masalah kawasan permukiman. Salah satu masalah 

permukiman yang terjadi yaitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tempat ting-

gal dan kualitas lingkungan yang baik untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan 

terbatasnya kemampuan untuk menyediakan kawasan permukiman yang layak. 

Tingginya pertumbuhan penduduk di suatu daerah, jika tidak diimbangi dengan 

kemampuan untuk membangun kawasan permukiman yang mencukupi dan me-

menuhi syarat maka akan menimbulkan permukiman yang kurang layak atau 

permukiman kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-

rumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan 

dan Permukiman Kumuh, bahwa kriteria permukiman kumuh ditinjau dari 
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bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, 

pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. 

Selanjutnya, Supriyatno (2020) menjelaskan bahwa: ―pertumbuhan 

penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaan tanpa penanganan yang tepat 

mengakibatkan kepadatan penduduk‖. Kepadatan penduduk di suatu daerah 

berdampak pada peningkatan permukiman kumuh. 

Menurut Jawas Dwijo Puto (2011) Kawasan kumuh adalah kawasan dimana 

rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan 26 tersebut sangat buruk. Ru-

mah maupun sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik 

standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sa-

rana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang 

terbuka serta, kelengkapan fasilitas sosiallainnya. 

Adapun ciri-ciri kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Supratman dalan 

jawas Dwijo Putro (2011) adalah:  

a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.  

b. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangru-

angnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.  

c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam 

penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga 

mencerminkan adanya kesemrawulan tata ruang dan ketidak berdayaan 

ekonomi penghuninya.  

d. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang 

hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang 
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jelas, yaitu terwujud sebagai: sebuah komuniti tunggal, berada di tanah 

milik negara, dan karna itu dapat digolongkan sebagai hunian liar, satu-

an komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah 

RW, sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah Ke-

lurahan, dan bukan hunian liar. 

Untuk mengurangi permasalahan dari area perumahan dan kawasan kumuh 

itu, pemerintah meluncurkan program yang dinamakan Program Kota Tanpa Ku-

muh (KOTAKU). Program ini adalah salah satu andalan dari Kementerian Peker-

jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Permasalahan permukiman dan perumahan kumuh menjadi sasaran prioritas 

pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah Daerah Kota maupun 

Kabupaten. Melalui program KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) pemerintah 

menargetkan 0% permukiman kumuh. Dengan direalisasikannya program KO-

TAKU, diharapkan akan menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh di In-

donesia. 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dil-

aksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi 

―platform kolaborasi‖ atau basis penanganan permukiman kumuh yang menginte-

grasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah 

pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku 

kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang 

terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah mem-
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impin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan 

maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KO-

TAKU diharapkan menjadi ―platform kolaborasi‖ yang mendukung penanganan 

permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh 

Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, 

penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan da-

sar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk men-

dukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.  

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan 

melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya per-

mukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, ser-

ta kawasan dan kabupaten/kota Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pem-

bangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanju-

tan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Moni-

toring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan 

kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan 

permukiman kumuh.. 

Keberadaan permukiman kumuh tidak dapat dilepaskan dari berbagai 

perkembangan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik dari tingkat lokal, 

nasional dan regional. Selain itu, peran serta seluruh stakeholder baik pemerintah, 

9 swasta dan masyarakat sangat di harapkan dalam hal perencanaan, pengelolaan 

dan pengawasan permukiman, khususnya permukiman kumuh. Sughandy (dalam 

Khrisnanta,2010:4). 
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Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri 

dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Bangunan Gedung  

 Ketidakteraturan bangunan; 

 Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ke-

tentuan rencana tata ruang; dan/atau 

 Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 

2. Kondisi Jalan Lingkungan 

 Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Pe-

rumahan atau Permukiman; dan/atau 

 Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. 

3. Kondisi Penyediaan Air Minum 

 Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau 

 Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi 

4.  Kondisi Drainase Lingkungan 

 Drainase lingkungan tidak tersedia; 

 Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan se-

hingga menimbulkan genangan; dan/atau 

 Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

 Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; 

dan/atau 

 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyara-

tan teknis 

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan 

 Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; 

dan/atau 

 Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis. 

  Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran 

 Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan 

 Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia 

 

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infra-

struktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah 

timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya 

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk 

mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan: 
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a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan 

maupun skala kawasan 

b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta 

c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) 

masyarakat. 

Peningkatan kualitas masyarakat dalam menunjang keberhasilan Program 

Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menjadi pekerjaan rumah tak berkesudahan. Lanta-

ran itulah, gelar Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) acap digelar di 

berbagai wilayah dampingan Program Kotaku di Tanah Air. 

Keberadaan badan keswadayaan masyarakat (BKM) atau lembaga 

keswadayaan masyarakat (LKM), lurah, kepala desa, dan camat adalah target dari 

program peningkatan kapasitas masyarakat ini. Semuanya diharapkan mempunyai 

peningkatan pemahaman dasar soal peran jajaran pemerintah daerah—camat, lu-

rah, dan kades), sebagai nakhoda penanganan kumuh bersama BKM sebagai mo-

tor penggerak forum kolaborasi.  

Harapan yang sama juga berlaku untuk peningkatan pemahaman dan 

kesadaran membangun kolaborasi pencapaian 0 hektare luasan kumuh melalui: 

kolaborasi satu data, satu peta, dan satu perencanaan. Termasuk pula pentingnya 

dan mekanisme mengintegrasikan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman 

(RPLP) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa atau 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, Rencana Strategis atau Rencana Kerja 

Kecamatan. Jajaran pemerintah dan warga pun diharapkan memahami Indikator 

Keberhasilan Program (KPI) dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat ter-

hadap pelaksanaan program penanganan kumuh. Keberhasilan kolaborasi antara 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pananganan kawasan kumuh adalah 
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cerminan sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan kota tanpa kumuh. Ko-

laborasi itu amat terasa saat menyimak kegiatan penanganan kawasan kumuh. 

Sop penetapan Program Kotaku 

a) Kegiatan pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan secara substansi 

bermakna untuk pembangunan permukiman yang lebih baik, khususnya 

dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana, prasarana dan utilitas 

umum (fisik). Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan 

lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, 

selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal;  

b) Setiap kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan yang direncanakan dan 

dibangun harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi penataan per-

mukiman yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat;  

c) Implementasi pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan harus 

difokuskan pada lokasi permukiman kumuh prioritas sehingga penanganan 

pada lokasi tersebut dapat tuntas;  

d) Setiap kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan harus direncanakan dan 

dilaksanakan dengan umur konstruksi sekurang-kurangnya selama 5 ta-

hun; 

e) Untuk kegiatan infrastruktur yang berskala Kelompok, maka calon pem-

anfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM/Panitia dan bertindak se-

bagai pelaksana kegiatan fisik. Untuk kegiatan infrastruktur yang berskala 

publik/umum, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia 

selaku pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab langsung kepada 

BKM/LKM dan dalam melaksanakan lingkup kerjanya, KSM/Panitia akan 

dikelola oleh unit pengelola kegiatan lingkungan (UPL); 

f) Setiap kegiatan sarana dan prasarana yang direncanakan dan dibangun ha-

rus memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan, peraturan 

yang berlaku, memberikan manfaat bagi semua (universal accsess) dan 

merupakan prioritas hasil perencanaan masyarakat/pemda yang tertuang 

dalam dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Per-

mukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) dan atau Rencana Penataan 

Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan/Desa;  

g) Setiap kegiatan infrastruktur yang akan direncanakan dan dibangun harus 

memenuhi penyaringan kelayakan lingkungan. Untuk usulan kegiatan in-

frastruktur yang memerlukan UKL/UPL maka hanya dapat dibangun 

setelah dokumen UKL/UPL selesai dan telah mendapat persetujuan pihak-

pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan UKL/UPL meru-

pakan tanggungjawab pemerintah kab/kota. Untuk kegiatan yang tidak 

memerlukan UKL/UPL maka wajib memenuhi kriteria seleksi yang 

ditetapkan dalam ketentuan pengamanan dampak lingkungan dan sosial 

yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan 

Dampak Sosial program KOTAKU dalam bentuk SPPL/SOP atau 

mengacu pada dokumen ESMF; 
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Tabel.1.1 

Daftar Desa yang menerima program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten 

Kampar  

NO Tahun 2020 Tahun 2021 

1 Desa Kubang Jaya Kelurahan Langgini 

2 Desa Tanah Merah Kelurahan Air Tiris 

3 Desa Tarai Bangun Desa Tarai Bangun 

4  Desa Kubang Jaya 

Sumber: Surat Keputusan Menteri PUPR No. 117 Tahun 2021 

Berdasarkan surat keputusan Menteri PUPR Nomor: 177/KPTS/M/2021 

tanggal 19 Februari tahun 2021 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan 

kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat. SK tersebut mengatur untuk wilayah 

Provinsi Riau mendapatkan sejumlah alokasi yang dipergunakan untuk BPM 

Reguler dilaksanakan di 5 desa/kelurahan, di 2 kabupaten yaitu: Kabupaten 

Pelalawan tepatnya di Teluk Meranti dan Kabupaten Kampar di empat desa: 

Langgini, Air Tiris, Kubang Jaya dan Tarai Bangun. 

Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang adalah satu dari desa di Kabupat-

en Kampar yang menjadi penerima BPM (Bantuan pemerintah untuk masyarakat) 

melalui program KOTAKU. 

Fakta menunjukkan, Berdasarkan SK Bupati Kampar No. 817/PERKIM-

SET/2018/375/ Tahun 2018, Desa Tarai Bangun memiliki luas permukiman 12,8 

hektare yang terdiri Dusun 2 RT 3 RW 2, Dusun 2 RT 1 RW 2 dan Dusun 2 RT 2 

RW 1. Permasalahan kumuh di desa tarai bangun meliputi permasalahan  kualitas 

permukiman jalan sebesar 4.280 meter (81,91%),  ketersediaan akses aman air 

minum sebesar 101 KK ( 1,42%), kualitas konstruksi drainase sebesar 5.200 meter 

(88,39%). Kemudian sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai persyaratan 

teknis  sebesar 262 KK (3,67%). Sistem pengelolaan persampahan yang tidak 
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sesuai standar teknis sebesar 239 KK (3,35%). Kawasan kumuh di Desa Tarai 

Bangun merupakan salah satu dari 6 kawasan kumuh yang ada di Kabupaten 

Kampar yang memiliki luas sebesar 29,2 Ha yang terletak di Kecamatan 

Tambang. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Direktur BUMDes sekaligus 

Ketua Pelaksana Program KOTAKU di Desa Tarai Bangun mengatakan pada 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan program Kotaku dengan 

diiringi dana BPM senilai  Rp 1 miliar. Dana BPM digunakan untuk pem-

bangunan infrastruktur lingkungan berupa Semenisasi Jalan dan Drainase Beton 

dengan rincian jalan sepanjang  997 meter, drainase 921 meter dan jembatan 

seluas 14 meter di 2 titik yang dikerjakan di RT 03 – RW 02 Dusun 2, RT 02 – 

RW 01 Dusun 2 dan RT 01 RW 02 Dusun 2 Desa Tarai Bangun.  

Program Kotaku melalui BPM tahun 2020 telah menyelesaikan luasan ku-

muh 12,8 Ha. Dengan demikian perbaikan jalan permukiman yang masih tanah 

menjadi jalan beton sehingga mempermudah mobilitas masyarakat permukiman 

dan sekitarnya, selain itu juga dilengkapi dengan drainase sehingga lingkungan 

lebih bersih dan sehat. Kondisi di lokasi tersebut cukup kumuh dengan drainase 

tanah yang tertutup rumput, jalan tanah yang sering becek saat hujan karena 

drainase tidak mampu menampung limpasan air. 

Pelaksanaan Kegiatan Program Kotaku Skala Lingkungan melalui BPM 

Reguler 2021 di Tarai Bangun. Adapun pembangunan fisik tahun 2021 difokus-

kan di RT 1 RW 1 Dusun 3, RT 1 RW 2 Dusun 2, RT 2 RW 1 Dusun 2 berupa 

kegiatan jalan dan drainase. Program Kotaku melalui BPM tahun 2021 telah 
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menyelesaikan luasan kumuh 19,99 Ha. Tersisa luasan kumuh sebesar 2,83 Ha 

yang mana akan menjadi tanggung jawab APBD Kampar. Karena diatas 8-15 Ha 

itu adalah kewenangan APBN atau Pusat, dibawah 8 Ha itu kewenangan kabupat-

en. Nama lembaga yang mengurus program ini adalah BKM(Badan Keswadayaan 

Masyarakat) di dalam lembaga BKM ini ada mengatur KPP (Kelompok Penerima 

Pemanfaat)Pada Program Kotaku,  KPP  dibentuk  oleh BKM 

Keberadaan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) pada program Kota 

Tanpa Kumuh (Kotaku)  merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan infra-

struktur yang dibangun agar senantiasa dapat dimanfaatkan dan mampu menjaga 

kualitas lingkungan permukiman menjadi tidak kumuh lagi dengan cara 

menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan 

kualitas hidup masyarakat dilingkunganya. Selain itu peran KPP diharapkan dapat 

menjaga agar prasarana dan sarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi 

sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih lama. Karena itu KPP  ada-

lah pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, 

penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan ling-

kungan yang bebas kumuh . Untuk pengerjaan kegiatan dilapangan yaitu KSM ( 

Kelompok Swadaya Masyarakat)  KSM ini khusus untuk pembangunan fisik.     

Total anggaran Rp5 miliar dengan ketentuan masing masing desa/kelurahan 

mendapatkan alokasi sebesar Rp1 miliar. Dana ini teralokasikan di Daftar Isian 

Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Per-

mukiman BPPW Provinsi Riau. 
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Kepentingan dinilai baik disebabkan karena kepentingan yang ingin dicapai 

adalah kepentingan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pemukiman. Tipe 

manfaat dinilai baik karena memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Pe-

rubahan dinilai baik karena program KOTAKU memberikan perbedaan sebelum 

dan setelah adanya program KOTAKU seperti mengubah pola pikir masyarakat 

mengenai pola hidup sehat, serta mengurangi luas kumuh. Pengambilan keputusan 

dinilai baik karena pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan 

masyarakat. 

Tahapan pelaksanaan KOTAKU meliputi tahapan pendataan, dimana lem-

baga masyarakat di desa/ kelurahan yang bernama Badan/ Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat (BKM/LKM), sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 

indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Setelah itu disusun dokumen 

perencanaan yang terintegrasi antara dokumen perencanaan masyarakat dengan 

dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil perencanaan ini menentukan 

kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah tim-

bulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat 

atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur 

pada entitas kawasan dan kota. 

Berdasarkan wawancara hasil dari tinjauan lapangan dan observasi oleh 

BKM di Desa tarai Bangun termasuk dari kriteria kota tanpa kumuh tersebut yai-

tu:  

Drainase Lingkungan: 

1.  Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan. 

3.  Tidak terhubung dengan sistem drainase. 

Jalan Lingkungan: 
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1.  Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan 

aman dan nyaman. 

2.  Lebar jalan yang tidak memadai. 

3.  Kelengkapan jalan yang tidak memadai. 

Sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu 

kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya 

menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai 

pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman 

layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM). Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program na-

sional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran 

penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa 

terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan 

pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan 

pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah 

Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wila-

yahnya, yang mencakup: 

1. Pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan 

permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi 

sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat 

kabupaten/kota; 

2. Penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota terma-

suk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, 

provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll);  

3. Perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota 

(primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian perma-

salahan di permukiman kumuh;  

4. Penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan moni-

toring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk 

penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya. 
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1. Sosialisasi awal kelurahan/desa. Pemerintah kota/kabupaten termasuk 

pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi awal kepada pemerintah ke-

lurahan/desa dan BKM/LKM mengenai program KOTAKU.  

2. Perancangan pesan sosialisasi. Lurah/kades, camat dan BKM/LKM difasili-

tasi tim fasilitator merancang pesan, media, dan saluran komunikasi yang 

tepat untuk melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi awal program KO-

TAKU. Kegiatan ini didahului oleh kegiatan Pemetaan Sosial oleh Unit 

Pengelola Sosial (UPS) dan BKM/LKM untuk mengetahui tokoh kunci, 

potensi agen sosialisasi, pesan, media, dan saluran yang paling sesuai un-

tuk melakukan sosialisasi Program KOTAKU. 

 3. Sosialisasi kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa. Lurah/kades, camat 

dan BKM/LKM mengundang masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi 

dalam rangkaian kegiatan sosialisasi awal. Sosialisasi awal KOTAKU dil-

akukan melalui berbagai media dan saluran mulai dari tingkat akar rumput 

sampai tingkat kelurahan/desa. Kelompok masyarakat berpenghasilan ren-

dah, perempuan, anak dan kelompok muda harus dilibatkan dalam 

kegiatan ini.  

4. Penggalangan relawan dan agen sosialisasi. Relawan adalah peloporpelopor 

penggerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli 

dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni 

dan berkelanjutan. Relawan yang ada secara langsung menjadi relawan 

dan agen sosialisasi permukiman. UPS mengelola kegiatan penggalangan 

tersebut dan menjadi coordinator relawan dan agen sosialisasi. 
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5. Rembug Kesiapan Masyarakat. Lurah/kades dan BKM/LKM melakukan 

lokakarya tingkat kelurahan/desa untuk membangun kepedulian seluruh 

pelaku menyukseskan kegiatan penataan permukiman, utamanya pe-

nanganan permukiman kumuh; pengumuman relawan yang mendaftar; dan 

pernyataan komitmen keikutsertaan dalam program KOTAKU. Komitmen 

tersebut antara lain  

a. menurunkan luasan permukiman kumuh menjadi 0 ha kumuh pada ta-

hun 2019; 

b. mencegah munculnya permukiman kumuh baru. 

c. partisipasi aktif seluruh pelaku kelurahan/desa. 

d. relawan dan agen sosialisasi. 

e. swadaya. 

f.  mengikuti seluruh tahapan Program KOTAKU; dan  

g. lainnya. 

Pentingnya evaluasi dalam Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam rangka penanganan kawasan kumuh ini, agar dapat mengetahui 

sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU dalam upaya 

mengurangi kawasan kumuh di Desa Tarai Bangun. Perlu adanya evaluasi dalam 

pelaksanaan program KOTAKU secara terencana dan berkesinambungan. Dengan 

demikian pelaksanaan program di tahun berikutnya dapat berjalan dengan efektif. 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul ―Evaluasi Penerapan Program Kotaku (Kota Tanpa 

Kumuh) Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana evaluasi penerapan setelah pelaksanaan program KOTAKU di 

Desa Tarai Bangun 

1.2.2 Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan program 

KOTAKU di Desa Tarai Bangun 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana evaluasi  penerapan setelah pelaksanaan 

program KOTAKU di Desa Tarai Bangun 

1.3.2 Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penerapan 

program KOTAKU di Desa Tarai Bangun . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam Penelitian Ini adalah Sebagai 

Berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sum-

bangsih pemikiran guna memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang pen-

didikan terutama yang berkaitan tentang Evaluasi program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU) 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan pemahaman yang 

luas dan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi 

terkait dengan Evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  

b. Bagi Instansi terkait,diharapkan dapat membantu sebagai masukan. 
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c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai infor-

masi yang aktual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran 

masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan Muda sebagai Bupati 

dalam Proses Pembangunan. 

d. Bagi Universitas,Sebagai tambahan referensi bagi pihak-pihak lain dalam 

meneliti masalah-masalah selanjutnya di masa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah memahami dalam penulisan ini, maka penulis menge-

lompokkan kedalan enam (IV) bab. Adapun ringkasan dari masing-masing bab 

adalah sebagai berikut:  

BAB I :  Pendahuluan  

 Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II :  Tinjauan Pustaka  

 Bab ini berisikan tentang teori dan definisi konsep.  

BAB III :  Metode Penelitian  

 Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, 

sampel dan jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan metode an-

alisis data.  

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini menguraikan sejarah tentang Desa Kuntu. Keadaandan 

geografis dan demografis Desa Kuntu, tingkat pendidikanDesa Kuntu 

dan tingkat penghasilan Desa Kuntu.  
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BAB V  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

 Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasanMa-

salah penelitian.  

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informa-

si tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat kepu-

tusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 

2012:6). Sedangkan menurut pengertian istilah ―evaluasi merupakan kegiatan 

yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kes-

impulan‖ (Yunanda, 2009). Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk mengum-

pulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek 

evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator eval-

uasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek 

evaluasi tersebut (Wirawan, 2012:7).  

Griffin & nix (1991) menyatakan bahwa pengukuran, penilaian dan evaluasi 

bersifat hirarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assesment) sedangkan 

penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan 

membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assisment) merupa-

kan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan 

evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. 
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Selanjutnya Mulyatiningsih (2011) mengemukakan bahwa evaluasi adalah 

CIP dengan tujuan untuk perbaikan program. Dimana Conteks adalah mengidenti-

fikasi latar belakang perlunya mengadakan perubahan. 

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

suatu pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan suatu perbaikan berdasarkan 

pertimbangan dan pengukuran, evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan 

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat 

yang memiliki tolak ukur, dan hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk 

membuat kebijakan. dan evaluasi juga adalah suatu pengukuran untuk mengetahui 

suatu ukuran kualitas atau kemampuan berdasarkan standar yang telah ditentukan.  

 

2.2 Kebijakan Publik 

Kilpatrick dalam (Asra, 2014:11) mendefinisikan kebijakan publik adalah 

sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan 

dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarkat. 

Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone dalam (2014, p. 20) secara luas 

mengatakan bahwa Kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah 

dengan lingkungannya. Sedangkan Winarno (2014, p. 24) sendiri mengatakan 

bahwa Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih 

bila konsep dirinci menjadi beberapa kategori, yaitu (a) Tuntutan-tuntutan ke-

bijakan (policy demands) (b) Keputusan-keputusan kebijakan ( policy decision) 

(c) Pertanyaan-pertanyaan kebijakan (policy statements) (d) Hasil-hasil kebijakan 

(policy outputs) (e) Dampak-dampak kebijakan ( policy outcomes). 
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Kemudian Nugroho (2015, p. 110) menuliskan bahwa Kebijakan Publik 

adalah bagian dari urutan : (a) Kepercayaan akan kebaikan (b) Nilai-nilai dan 

norma-norma (c) Institusional politik (d) Proses politik (e ) Kebijakan publik se-

bagai produk dari proses politik (f) Kinerja kebijakan atau kegagalannya yang 

menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan. 

Dalam proses kebijakan publik, Nugroho (2015, p. 254) menuliskan bahwa untuk 

menilai setiap langkah kebijakan terdiri dari tiga dimensi, yakni: (a) Monitoring 

kebijakan, (b) Evaluasi kebijakan, (c) Penghargaan (hukuman) kebijakan. William 

Dunn dalam (1994, p. 25) membagi konsekuensi Kebijakan menjadi dua jenis yai-

tu : output dan dampak. 

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga ting-

katan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis 

operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik 

dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi : 

1. Pembuatan kebijakan, 

2.  Pelaksanaan dan pengendalian, serta 

3.  Evaluasi kebijakan. 

 

2.3 Evaluasi Kebijakan  

Evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada berbagai indikator 

kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, yaitu 

mengembangkan penilaian-penilaian yang dapat dipercaya. Penilaian terhadap 

unggulan dan nilai (assessment of merit and worth) Tujuan evaluasi menurut 

Mark. Instrumen kebijakan yang dipergunakan penilaian terhadap perluasan dari 
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program seperti status perintah. Mustopadidjaja (Amirullah, 2012) mengatakan 

bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena. Keke-

liruan dan kesesuaian (oversight and compliance). Secara umum kinerja yang di-

capai. 

Menurut Lester & Stewart dalam Winarno (2012: 229) mengutarakan bahwa 

evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang berbeda. Tugas per-

tama adalah untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu ke-

bijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sesuai dengan standar dan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian evaluasi kebijakan juga diuraikan 

oleh Hamdi (2014: 107), adalah penilaian kebijakan mengenai pembahasan kem-

bali terhadap implementasi kebijakan yang terfokus pada identifikasi hasil dan 

akibat dari implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan umpan balik 

untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dihentikan atau diteruskan. 

Meutia (2017) mendefinisikan bahwa ―Evaluasi kebijakan merupakan tahap 

penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik,selain dapat mem-

berikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementa-

sikan, juga dapat menjadi pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan 

analisis kebijakan berikutnya‖.  

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Ander-

son: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. 

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melain-
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kan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempu-

nyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa 

skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kes-

impulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evalua-

si memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang 

paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan 

yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi 

mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, 

evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilainilai 

yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisi-

kan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan 

secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah 

yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi metode-metode 

analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Infor-

masi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada 

perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada 

definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan 

bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan di-

ganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008). 

Menurut William N Dunn (dalam Riant, Nugroho, 2009:536), istilah eval-

uasi dapat disamakan dengan penaksiran (apprasial), pemberian angka (rating) 

dan penilaian (assesment). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat di-
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percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kes-

empatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada 

klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan 

target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode – metode ana-

lisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Evaluasi 

memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, (William N Dunn 

2000:609), diantaranya :  

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan te-

lah dapat dicapai melalui tindakan publik.  

2.  Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – 

nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis ke-

bijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. 

Untuk mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adan-

ya suatu kriteria untuk mengukur suatu keberhasilan tersebut. Mengenai kinerja 

dalam menghasilkan informasi yang terdapat. Menurut William N. Dunn (2012) 

adapun kriteria evaluasi sebagai berikut: 

1. Efektifitas berkaitan dengan capaian hasil dari suatu kebijakan atau pro-

gram yang diharapkan sudah sesuai dengan tujuan atau belum.  

2.  Efisiensi berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan melalui unit biaya.  
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3.  Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dan efisiensi 

dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat memecahkan ma-

salah.  

4. Perataan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut didistribusikan 

secara merata kepada objek kebijakan atau program.  

5. Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan objek kebijakan tersebut.  

6. Ketepatan yang merujuk pada hasil atau tujuan program yang ada dapat 

berguna bagi masyarakat yang bersangkutan secara adil. 

 

2.4 Program KOTAKU  

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan 

mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 

persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program 

Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stake-

holder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota 

sebagai pelaku utama (nakhoda). 

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, 

dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) peman-

tauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. 
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Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah 

tercapainya pengentasan permukiman kumuh Perkotaan menjadi 0 Ha melalui 

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang 

dilakukan secara bertahap serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan 

pelayanan dasar di kawasan kumuh Perkotaan untuk mendukung terwujudnya 

permukiman Perkotaan yang layakhuni, produktif dan berkelanjutan.  

Program KOTAKU diimplementasikan secara nasional di 271 kabupat-

en/kota di 34 Propinsi yang menjadi ―platform kolaborasi‖ atau basis penanganan 

permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber 

pendanaan, termasuk - 3 - dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, 

swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud 

untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, 

dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku 

kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan 

partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi ―platform kolaborasi‖ yang 

mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan 

secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah 

daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infra-

struktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendamp-

ingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota 

tanpa kumuh. 
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Program KOTAKU diataur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 

28H Ayat 1 yang menyatakan bahwa : ―setiap orang berhak untuk hidup se-

jahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan‖. Ayat terse-

but menunjunkkan bahwa bertempat tingga di sebuah huninan dengan lingkungan 

yang sehat dan layak merupakan hak dasar bagi masyarakat yang harus menjamin 

hak tersebut adalah pemerintah yang sebagai penyelenggaran Negara. 

Berdasarkan UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan 

permukiman di jelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang 

tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingakt kepadatan bangunan 

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang 

mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian ter-

sebut dapat di rumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

dari aspek fisik sebagai berikut:  

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman.  

2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki 

kepadatan tinggi. 

3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat.  

Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah:  

a. Keteraturan bangunan.  

b.  Jalan lingkungan 

c. Drainase lingkungan.  
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d. Penyedian air bersih/minum.  

e. Pengelolaan persampahan.  

f. Pengelolaan air limbah.  

g.  Penanganan kebakaran.  

h.  Ruang terbuka publik. 

Program KOTAKU bukan cuma menangani permukimah kumuh yang ada, 

namun juga untuk mencegah pertumbuhan kumuh yang baru. Dalam penanganan 

perkumuhan yang dilakukan program KOTAKU yaitu pencegahan, peningkatan 

kualitas, dan pengelolaan. Karakteristik perumahan kumuh dan permukiman ku-

muh dari aspek fisik sebagai berikut : 1. Merupakan satuan entitas perumahan dan 

permukiman, 2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan mem-

iliki kepadatan tinggi, dan 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. 

Kuhususnya untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah :  

a) Pengembangan permukiman 

b)  Air bersih/minum 

c)  Air limba (sanitasi)  

d) System persampahan 

e) Jalan  

f) Drainase, dan  

g) Penataan bangunan dan lingkungan 

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infra-

struktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah 

timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya 
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permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan: 

a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan 

maupun skala kawasan; 

b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta 

c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyara-

kat. 

Tujuan program KOTAKU meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan 

pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk 51 mendukung terwujudnya 

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan yang 

harus dicapai antara lain sebagai berikut:  

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha. 

2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan KawasanPermukiman 

(Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalampenanganan kumuh yang ber-

fungsi dengan baik. 

3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten danting-

kat masyarakat yang terlembagakan melalui RencanaPembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). 

4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) 

melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatanpenghidupan 

masyarakat untuk mendukung pencegahan danpeningkatan kualitas kawa-

san permukiman kumuh.  
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5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilakuhidup 

bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. 

Strategi pendamping Kotaku meliputi penyusunan Raperda tentang 

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukimankumuh, 

pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatankualitas pe-

rumahan kumuh perkotaan, keterpaduan penangananpermukiman kumuh 

perkotaan kementerian PUPR di 30 Kabupaten/Kotalokasi prioritas keterpaduan, 

program penangan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi BKM dari pe-

nanggulangan kemiskinan ke penanganankumuh (KOTAKU).  

Dukungan bagi pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat dapat 

diberikan kepada pemangku kepentingan di tingkat kota/kabupaten dan masyara-

kat seperti Bappeda, SKPD, pokja PKP, DPRD, Camat, Lurah dan aparatnya, me-

lalui kegiatan sebagai berikut:  

1. Penyediaan tenaga ahli perencanaan dan pendamping masyarakat, sebagai 

upaya mengembangkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam me-

nyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan penanganan permukiman 

kumuh yang terintegrasi, melalui kolaborasi yang intensif dengan seluruh 

pihak; 

2. Penguatan kapasitas bagi: (1) pemerintah daerah, agar mampu berperan 

sebagai pelaku kunci dalam koordinasi, perencanaan, serta mengoptimal-

kan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun; (2) Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawa-

san Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota, agar mampu berkolaborasi 
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dengan BKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), masyarakat ser-

ta pelaku pembangunan lainnya dalam penanganan permukiman kumuh; 

3. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan pertukaran 

ilmu atau studi banding antar-kota maupun antar kawasan kota sesuai 

kebutuhan, termasuk dalam menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat 

pelatihan/diklat terkait, dan perguruan tinggi; 

4. Pendampingan bagi kelompok-kelompok swadaya/KSM untuk 

mengajukan proposal kepada BKM/LKM/pengelola di kelurahan untuk 

memanfaatkan sumber daya program dan melaksanakan kegiatankegiatan 

yang diatur dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM; dan Penyusunan 

petunjuk operasional untuk proses perencanaan, penentuan prioritas 

pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, ketentuan pendanaan, 

prosedur pengadaan barang dan jasa, mekanisme pencairan, monitoring, 

evaluasi serta mekanisme terkait akuntabilitas (mis. pengaduan). 

Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pa-

da penanggulangan kemiskiman, hanya mengelola dana BLM, menyusun PJM 

pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi 

berorientasi kepada penanganan kumuh, menyusun Rencana Penataan Ling-

kungan Permukiman (RPLP) 53 membangun infrastruktur permukiman yang 

berskala lingkungan, danmenjaga kualitas permukiman yang didukung oleh peru-

bahan perilakumasyarakat. Strategi operasional dalam penyelenggaraan sebagai 

berikut: 
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1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahankumuh dan 

peningkatan kualitas kumuh. 

2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yangmampu 

berkolabrasi dan membangun jejaring, penanganankumuh mulai dari ting-

kat pusat sampai dengan tingkat masyarakat. 

3. Menerapkan perencanaan partisipasif dan penganggaran yangterintegrasi 

dengan multi-sektor dan multi-aktor. 

4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalamagenda RPJM 

Daerah dan perencanaan formal lainnya. 

5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data danrencana yang 

sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) per-

mukiman yang akan dijadikan pegangan bersamadalam perencanaan dan 

pengendalian. 

6. Meningkatkan akses, terhadap pelayanan dasar lingkungan yangterpadu 

dengan sistem kota, mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana 

peningkatan penghidupan berkelanjutan. 

7. Advokasi kepastian, bermukim bagi masyarakat berpenghasilanrendah 

kepada semua pelaku kunci. 

8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangkukepentingan dalam 

menjaga linkungan permukiman agar layakhuni dan berkelanjutan. Pem-

berdayaan melalui program KOTAKU yang diberikan olehpemerintah 

berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk 54 itu 

masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedangter-
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jadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU sangat pentingda-

lam menunjang kelancaran pembangunan, masyarakat di libatkan 

secaraaktif dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan. 

Tahapan Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan program terdiri dari 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupa-

kan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan 

pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini 

beserta keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Se-

dangkan detil metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat 

masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat 

Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat.  

Persiapan Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal mem-

bangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam 

lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh. Tahapan 

persiapan di tingkat nasional terdiri dari:  

1. Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan 

a. Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan 

masyarakat;  

b. Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program 

seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional; Lokakarya orientasi 

tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.  
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2. Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran  

a. Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan per-

mukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program 

b.  Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai 

bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU  

3. Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan  

a. Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibu-

tuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. 

Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung;  

b.  Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU 

(Central Collaboration Management Unit), Pokja PKP nasional dan 

daerah serta kelembagaan masyarakat;  

c. Pengembangan sistem informasi terpadu; dan  

d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan me-

lalui  

Perencanaan Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam 

menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data 

berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu 

tahap - 28 - perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masa-

lah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam pe-

nanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencanan penanganan dan 

pencegahan kumuh atau RP2KP-KP/SIAP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan 

tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan Rencana/desain kawa-
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san yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. 

Tahap perencanaan meliputi:  

1. Persiapan perencanaan  

2. Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP  

3. Penyusunan Rencana Detil/Teknis  

Pelaksanaan Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi 

maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan 

perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman ku-

muh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan 

oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan 

yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan 

baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebe-

lumnya. Pelaksanaan mencakup:  

1. Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk 

memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana 

investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP/SIAP, rencana kawasan, 

maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan 

prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat 

Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, 

APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah  

2.  Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. 

Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual 
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oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh 

Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku  

3. Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau 

aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P  

Keberlanjutan Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah 

pelaksaaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi 

dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan 

persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitor-

ing dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keber-

lanjutan yang diuraikan sebagai berikut:  

1. Penyusunan kerangka regulasi  

2. Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan 

Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah 

dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, 

bangunan, dsb  

3. Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.  

4. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan system informasi 

dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh 

di tingkat kabupaten/kota, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil 

survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KPKP/SIAP dan atau 

RPLP/NUAP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun 

pencegahan, hasil2 kegiatan infrastruktur, capaian indicator kinerja, mau-

pun informasi kelembagaan, pemprograman maupun penganggaran di 
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tingkat kabupaten/kota. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu 

pada baseline data, hasil monitoring dan survey khusus untuk studi evalua-

si. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi 

sebelum masuk ke siklus selanjutnya. Detail tahapan dan metode penye-

lenggaraan penanganan permukiman kumuh untuk tingkat kabupaten/kota 

terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota, un-

tuk tingkat kelurahan/desa terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU 

Tingkat Kelurahan/Desa, dan untuk pengelolaan lingkungan dan dampak 

sosial terdapat di Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial. Dari 

sisi pelaku, seluruh tahapan penyelenggaraan Program KOTAKU utaman-

ya dilakukan oleh 5 (lima) tingkatan pelaku, yaitu Pemerintah Pusat, 

Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Masyara-

kat/Komunitas 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Tahun 

Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
1. Zulyanti, 

Dewi 
Implementasi 
Program 
KOTAKU 
(Kota Tanpa 
Kumuh) 
sebagai 
model 
pembanguna
n 
infrastruktur 
berbasis 
masyarakat di 
Kelurahan 
Negeri Elok 
Gading 
Kecamatan 
Teluk Betung 
Barat Kota 
Bandar 
Lampung 
Tahun 2017. 

2017 Membahas tentang Rancangan 
Program KOTAKU (Kota 
Tanpa Kumuh) yang berbasis 
infrastruktur di Kelurahan 
Negeri Elok Gading 
Kecamatan Teluk Betung Barat 
Kota BandarLampung. Dalam 
hasil penelitian disimpulkan 
bahwa mplementasi program 
KOTAK telah melalui 4 tahap 
utama yaitu 
persiapan,perencanaan,pelaksa
naan, dan tahap evaluasi. Dari 
tiap-tiap tahap pelaksanaan 
program KOTAKU tidak 
seluruh masyarakat ikut terlibat 
di dalamnya, masih terlalu 
dominan peran pemerintah 
dalam segala bentk 
pelaksanaan yang membuat 
tidak maksimalya realisasi 
pembangunan berbasis 
masyarakat. 

2. Safri-
zal,S.,Saf
uridar,S., 
& Fuad, 
M 

Mengevalua-
si efektivitas 
pelaksanaan 
program kota 
tanpa kumuh 
(Studi kasus 
pada wilayah 
Kota Lang-
sa). 

2021 Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis efektifitas pro-
gram KOTAKU di Kota Lang-
sa, serta mengidentifikasi 
faktor-faktor penghambat dari 
program ini. Responden 
penelitian adalah seluruh 
kepala desa di Kota Langsa, 
anggota masyarakat yang terli-
bat langsung maupun tidak 
langsung dalam program KO-
TAKU, serta pemangku 
kepentingan lainnya, dengan 
total jumlah 166 orang re-
sponden. Data primer dik-
umpulkan melalui instrumen 
kuesioner. Evaluasi efektivitas 
dihitung menggunakan nilai 
rerata secara persentase dari 
setiap indikator. Hasil analisis 
data menemukan bahwa pro-
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gram KOTAKU dinilai sudah 
efektif sebagai upaya mengu-
rangi pemukiman kumuh di 
Kota Langsa. Namun 
demikian, teridentifkasi be-
berapa faktor yang menjadi 
penghambat utama dalam 
pelaksanaan program tersebut 

3. Chris-
tianingru
m, S. I., 
& 
Djumiar-
ti, T. 

Implementasi 
Program Ko-
ta Tanpa 
Kumuh DI 
Kecamatan 
Semarang 
Timur. 

2019 penelitian menunjukkan adan-
ya penurunan luas kawasan 
pemukiman kumuh dari 415,83 
Ha menjadi 118,5 Ha. Imple-
mentasi program KOTAKU ini 
memiliki faktor penghambat, 
yaitu kurangnya sosialisasi dari 
pemerintah terkait program, 
dan kurangnya pastisipasi 
masyarakat di dalam proses 
pembangunan. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah ber-
jalannya implementasi KO-
TAKU di Kecamatan Sema-
rang Timur sudah sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 
setempat dan terdapat capaian 
penurunan luas pemukiman 
kumuh dari 71,5%. Penelitian 
ini memberikan rekomendasi 
yaitu, dari pihak pemerintah 
perlu menambah sosialisasi 
terkait program dan melakukan 
koordinasi langsung kepada 
masyarakat guna meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam 
berjalannya program KO-
TAKU. Saran untuk penelitian 
selanjutnya adalah perlunya 
strategi dalam sosialisasi yang 
dilakukan secara bottom up 
agar semakin banyak masyara-
kat yang terlibat aktif. 

4. Imas 
Widi-
yanti 

Implementasi 
Program Ko-
taku Dalam 
Me-
nyelesaikn 
Persoalan 
Lingkungan 

2018 Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif 
menyimpulkan bahwa yang 
pertama adalah penataan 
kawasan kumuh program 
kotaku melalui empat tahapan 
yaitu; tahap sosialisasi, tahap 
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Kumuh 
DiKricak 
Yogyakarta 

perencanaan, tahap 
pelaksanaan, tahap 
keberlanjutan kemudian yang 
kedua dampak yang diperoleh 
dari kegiatan penataan 
kawasan kumuh di kelurahan 
Kricak RW 1 Tegalrejo yaitu; 
perbaikan fisik lingkungan 
menjadi layak huni, 
menumbuhkan kesadaran 
untuk menjaga lingkungan 6 
bersama, dan adanya ruang 
terbuka publik. 

 

2.6 Konsep Pembangunan Dalam Islam 

Konsep Pembangunan dalam Islam Pembangunan dalam Islam adalah cara 

atau upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

terintegrasi yang mencakup aspek dunia maupun di akhirat yang mengedepankan 

konsep pembangunan yang harmonis dan dinamis. Pembangunan haruslah mampu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhannya dari segi lahir dan 

batin.Pembangunan biasanya akandikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, 

modenisasi, insdustrialisasi, dan hak-hak asasi. 

Acuan pembangunan dalam Islam harus merujuk pada sumber Al-Qur‘an 

dan Hadits, banyak sekali aspek-aspek spiritual yang dapat dijadikan landasan 

bagi teori pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dan orientasi 

pembangunan yang memiliki sisi keagamaan sangat kuat. Pembangunan dalam 

Islam hendaklah dijalankan dua tahap yaitu tahap pembangunan kerohanian dan 

tahap pembangunan fiskal.Tahap pembangunan kerohanian ditandai dengan 

penyelarasan akal dan jiwa yang berorientasi pada konsep pembangunan Islam, 

bermoral dan memiliki etika terhadap melaksanakan pembangunan.Tahap 
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pembangunan fiskal ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Dalam bidang pembangunan desa itu 

sendiri, haruslah berorientasi kepada pembangunan Islam yang berlandaskan 

dengan keimanan dan taqwa, pembangunan yang mengusung pembangunan 

infrastruktur harus berguna dan membantu masyarakat dan bukan malah 

menyengsarakan masyarakat, Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al- 

Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

                           

                           

                      

                          

      

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar- 

syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang- 

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 

35 dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelang-

garan.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa- Nya” 
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2.7 Definisi Konsep 

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian 

yang jelas maka diperlukan defenisi konsep. Konsep merupakan suatu hal umum 

yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, ide, atau akal pikiran 

dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan 

manusia untuk berpikir lebih baik. Menurut  Iqbal Hasan (2004:12) konsep adalah 

istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang mengambarkan suatu gejala atau 

menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. 

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini : 

1. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan 

informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar 

membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program se-

lanjutnya evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi 

mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat 

diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa 

lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi 

kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program 

tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi 

semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.  

2. Kilpatrick dalam (Asra, 2014:11) menyatakan bahwa kebijakan publik 

adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana 
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yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul 

dalam suatu masyarakat. 

3. Menurut Lester & Stewart dalam Winarno (2012: 229) mengutarakan 

bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua tugas yang ber-

beda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi apa yang 

ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak-

nya. 

4. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strate-

gis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh 

di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen 

akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen 

akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya 

menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan mem-

posisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku uta-

ma (nakhoda). 

 

2.8 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. 
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Variabel Indikator Sub Indikator 

 

EVALUASI KE-

BIJAKAN PUBLIK  

(William N. Dunn 

2003 ) 

 

Efektivitas  1. Hasil Bentuk pelaksanaan 

program 

Efesiensi  1. Hasil yang diinginkan 

Kecukupan  1. Tingkat pencapaian 

Perataan  1. Proses pelaksanaan  

Responsivitas 1. Pengawasan Pelaksanaan 

 Ketepatan 1.Target Pelaksanaan 

Sumber : Buku William N. Dunn Kebijakan Publik 2003 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir akan memberikan arahan terhadap langkah metodologis 

yang akan dijalankan peneliti. Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan Kerangka pemikiran penelitian 

adalah batas-batas yang akan diteliti untuk menghindari permasalahannya tidak 

terlalu kompleks segingga hasil penelitian menjadi jelas dan terarah, dan tidak 

menyimpang dari jalur pembahasan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Teori William N. Dunn 

  

Evaluasi Penerapan Program KOTAKU 

(Kota Tanp Kumuh) di Desa Tarai 

Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 

Bagaimana penerapan program KO-

TAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa 

Tarai Bangun Kecamata Tambang 

Kabupaten Kampar? 

 

Terciptanya penerapan program 

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)  

Apa saja Faktor Penghambat yang 

dihadapi dalam penerapan program KO-

TAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa 

Tarai Bangun Kecamatan Tambang Ka-

bupaten Kampar ? 
 

Ada 5 Indikator berdasarkan teori 

William N. Dunn  yaitu : 

 Efektivitas 

 Efesiensi 

 Kecukupan 

 Perataan 

 Responsivitas  

 Ketepatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif ini menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif yang dimaksud 

adalah menjelaskan atau mendesripsikan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga 

memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan dengan apa adanya. 

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang 

diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis 

secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pen-

capaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti 

sendiri di lapangan. 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan di Kantor Desa Tarai Bangun Jl. Ku-

bang Raya, Tarai Bangun Tambang, Kabupaten Kampar,Adapun waktu penelitian 

dilakukan mulai pada bulan Desember 2021 sampai dengan selesai. 

 

3.3  Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah data tambahan seperti 

Dokumen dan lain-lain.Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua 

sumber yaitu: 
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3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dari objek 

penelitiannya berdasarkan studi lapangan yang peneliti kumpulkan melalui 

teknik wawancara dan observasi. Dalam teknik ini penulis mengunpulkan data 

melalui komunikasi secara langsung dengan informan. 

3.3.2 Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian. Melalui studi perpustakaan yang berguna untuk melengkapi 

data primer seperti buku, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya, serta hasil 

penelitian yang terkait dengan studi. 

 

3.4   Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu 

persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang 

jelas akurat dan terpercaya. Pemilihan informan dalam penelitian yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif menjadi hal yang penting karena in-

formasi yang akan digunakan dalam analisis data berdasarkan dari informasi 

peneliti.  

Informan dalam penelitian ini penulis tentukan dengan metode purposive 

sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012), dengan menggunakan teknik purposive 

sampling diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan tentang keadaan yang diteliti. 
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Kemudian insedintal yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat di gunakan 

sebagai sampel, bila orang yang di temukan pada waktu menentukan sampel 

cocok dengan yang diperlukan sebagai sumber data dalam hal in 

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan 

informasi mengenai penelitian ini. Adapun informan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

(Orang) 

1 Kepala Desa Tarai Bangun 1 

2 Ketua Pelaksana KOTAKU  1 

3 Ketua BKM  1 

4 Masyarakat 2 

Total 5 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1  Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan terhadap narasumber 

untuk di jawab secara lisan pula. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua 

belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan untuk 

mendapat data yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara yang 

dilakukan yaitu wawancara mendalam dan berstruktur dengan menggunakan 
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daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai instrumen. Kemudian dari 

hasil wawancara itu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan lain untuk 

menggali informasi yang sedalam-dalamnya sehingga data atau informasi 

yang diperoleh lengkap serta tingkat validitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Teknik wawancara ini sangat penting untuk 

mendukung data yang didapat dari observasi.Dalam wawancara dengan 

informan berjumlah 10 orang 

3.5.2 Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi dan pengamatan 

merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis 

(Idrus, 2009: 101). Observasi bertujuan untuk mengetahui data yang 

nampak pada objek penelitian yang berupa catatan atau dokumen yang 

berkaitan. Jadi peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan 

untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan-peraturan 

atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melangkapi data 

yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 

dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan  dengan masalah 
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penelitian ini. Dokumentasi dengan mengambil data dan gambar atau foto-

foto mengenai kondisi alam dan lingkungan sekitar. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis 

data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini 

digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupa-

kan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan se-

bagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengum-

pulan data bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara inter-

aktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam 

menganalisis data kualitatif menurut Sugiyono (2009) yaitu:  

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 

compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 

untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data 

yang diharapkan.  

2. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memelih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
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3. Penyajian data (data display) yaitu setelah data di reduksi, maka langkah se-

lanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selan-

jutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 

drawing/verification), Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kuali-

tatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat se-

mentara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1  Sejarah Singkat Desa Tarai Bangun  

Desa tarai bangun adalah nama suatu wilayah di kecamatan tambang kabu-

paten kampar yang menurut sejarah berdirinya adalah melalui pemekaran dari de-

sa induk yaitu desa kualu. Pada awalnya desa tarai bangun merupakan wilayah 

kedusunan yang terbagi menjadi 2(dua) wilyah yaitu dusun iv tarai dan dusun v 

rawa bangun.seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah 

penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan desa 

tarai bangun. Semula tidaklah mudah untuk menyatukan visi, misi dan persepsi 

dalam kerangka membentuk sebuah desa yang definitif, berbagai aral melintang, 

konsekuensi dan tantangan seakan menjadi pengalaman dalam perjalanan waktu. 

 Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya hirnya 

pada tahun 2002 lahir sebuah desa (persiapan) tarai bangun dengan ditunjuk 

seorang pejabat sementara kepala desa (pjs) yaitu bapak zainur, hingga akhirnya 

diangkat sebagai kepala desa definitif oelh bapak bupati kampar pada tahun 2004 

Konon desa tarai bangun menurut beberapa tokoh masyarakat adalah sebuah 

kampung yang sunyi dan terisolir, hal ini disebabkan tarai bangun saat itu sangat 

minim pembangunan infrastruktur, padahal kalau ditinjau dari letak geografis desa 

tarai bangun bersepadan langsung dengan kota pekanbaru yang notabene adalah 

ibukota propinsi riau. Pada tahun 1990 pemerintah propinsi riau melakukan 

pemetaan dan pembukaan akses jalan kubang raya yang membentang dan mem-
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belah desa tarai bangun, pada saat itulah titik terang untuk membuka keterisoliran 

semakin terbuka lebar. 

Heterogenitas masyarakat tarai bangun baik dari suku, sosial, budaya dan 

agama menjadi acuan kedepan dalam pembangunan dan menyatukan visi dan misi 

desa tarai bangun kedepan , sehingga diharapkan masa yang akan datang desa 

tarai bangun dapat berkembang selaras dan setara dengan desadesa yang sudah 

maju dan tetap berpedoman dalam pengamalan pancasila dan undang-undang da-

sar 1945. 

 

4.2  Letak Geografis Desa Tarai Bangun 

Desa tarai bangun terletak di dalam wilayah kecamatan Tambang Kabupat-

en Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah 

karya dan juga dengan Tuah Madani 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kualu Kacamatan Tambang Ka-

bupaten Kampar  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa kualu atau desa rimbo panjang  

d. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Tuah karya dan juga kelurahan 

sialang munggu 

Jarak desa tarai bangun ke Ke ibu kota kecamatan Tambang terdekat 19 Km 

dengan jarak tempuh 15 menit sedangkan jarak desa ke ibu kota kabupaten Kam-

par 60 Km dengan jarak tempuh 1,5 jam. Luas Wilayah Desa Tarai bangun adalah 

1.700 Ha dimana wilayah berupa dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan per-

tanian dan kawasan padat hunian. Iklim desa Tarai Bangun, sebagaimana desa-
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desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ter-

sebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian 

yang ada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

Berikut luas wilayah lahan pertanian desa tarai Bangun sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1  

Jumlah lahan/ha di Desa Tarai Bangun Tahun 2020 

NO Lahan Jumlah/HA 

1 Lahan sawah 0 Ha 

2 Lahan Ladang 592 Ha 

3 Lahan Perkebunan 250 Ha 

4 Hutan 0 Ha 

5 Waduk/Danau 0 Ha 

6 Lahan Lainnya 858 Ha 

Sumber: Kantor Desa Tarai Bangun  

4.3 Penduduk  

Penduduk dalam suatu desa merupakan indikator yang sangat penting dalam 

pembentukan dan perkembangan desa. Dimana jumlah penduduk juga sangat 

mempengaruhi kualitas dari perkembangan desa tersebut. Maka untuk mengetahui 

jumlah penduduk yang ada di Desa Tarai Bangun dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah penduduk Desa Tarai Bangun Menurut jenis Kelamin tahun 2020 

NO Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1 Laki-laki 24.057 

2 Perempuan 22.775 

Jumlah 46.832 

Sumber: Monografi Desa Tarai Bangun  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah-jumlah penduduk berjenis ke-

lamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis ke-



 

 

 

54 

lamin perempuan, dimana laki-lakin berjumlah 24.057 orang dan 22.775 per-

empuan. Jadi jumlah keseluruhan penduduk desa Tarai Bangun Krcamatan Tam-

bang Kabupaten Kampar adalah sebanyak 46.832 orang. 

 

4.4 Jumlah Sarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu bangsa maju tidaknya 

suatu bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Walaupun yang dimaksud 

dengan pendidikan bukan hanya pendidikan formal seperti bangku sekolah tetapi 

juga pengalaman sehari-hari seperti berorganisasi juga merupakan bentuk pen-

didikan non formal. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan Desa Tarai Bangun 

Kecamatan Tambang sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 

NO Pendidikan Jumlah 

1 TK 1.364 

2 SD 2.697 

3 SMP 3.994 

4 SMA 9.805 

5 D1-D3 544 

6 S1 1.019 

7 S2 55 

8 S3 6 

Jumlah 19.343 

Sumber: Monografi Desa Tarai Bangun  

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tarai 

Bangun Menyadari akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya sarana pendidikan 

yang ada di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat 

dilihat sebagai berikut:  
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Tabel 4.4 

NO Nama Jumlah Bangunan 

1 Paud/TK 16 

2 SD/MI 5 

3 SMP/MTS 1 

4 Pesantren 3 

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada 

di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah memadai 

secara keseluruhan. 

 

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama 

Masyarakat Desa tarai Bangun terdiri dari berbagai agama walaupun 

mayoritas warganya pemeluk agama islam, sedamhkan minoritas adalah Hindu. 

Walaupun tidak ada konflik yang mampu memunculkan pertikaian diantara umat 

beraga yang satu dengan yang lainnya. Teori toleransi beraga berjalan dengan 

baik. Keadaan penduduk menurut agama di desa Tarai Bangun sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

NO Agama Jumlah 

1 Islam 18.316 orang 

2 Kristen Katolik 167 orang 

3 Kristen Protestan 1.030 orang  

4 Hindu - 

5 Budha 21 orang  

 Jumlah 19.534 orang  

sumber Kantor Desa Tarai Bnagun 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk menurut 

agama yang ada di desa Tarai Bangun Keacamatan Tambang mayoritas agama 

islam. 
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4.6 Struktur Organisasi Desa Tarai Bangun  

Struktur organisasi pemerintah desa tarai bangun kecamatan tambang kabu-

paten Kampar adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Tarai Bangun 2022 

4.7 Visi Dan Misi Desa Tarai Bangun 

1. Visi  

‗‘Mewujudkan Desa tarai bangun SMART (sejahtera Mandiri Adil dan Ber-

manfaat).‘‘ 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup semua masyarakat desa 

tarai bangun dan segala bidang: agama, ekonomi, social dan seni bu-

daya, olahraga, kesehatan, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. 

b. Peningkatan air bersih bagi masyarakat 

c. Meningkatnya persatuan dalam pembangunan antar wilayah kelompok 

masyarakat suku, bangsa, agama dan budaya erta tingkat social yang 

rendah. 

Kepala Desa 

Sekretaris 

Kepala 

Seksi 

pemerintahan 

Kepala 

Seksi 

pelayanan 

Kepala 

Seksi 

kesejahteraan 

Kepala 

Urusan 

Umum 

Kepala 

Urusan 

Keluarga 

Kepala 

Urusan 

Perencanaan 
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d. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah desa tarai 

bangun yang revonsive, akuntabilitas, transparansi dan partisipasif ser-

ta mengembangkan sikap tanggung jawab lingkungan, inovatif in-

ventive sebagai ciri khas integritas diri desa tarai bangun yang kreatif. 

e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan  

f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat. 
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KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan 

mengenai    evaluasi  program  kota  tanpa  kumuh  di  Desa Tarai Bangun dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program kota tanpa kumuh dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ada 

di dalam Surat  Keputusan  (SK) Bupati Kampar 2018. Tetapi masih ada 

kawasan  kumuh diluar SK yang  perlu penangan. Program kota tanpa ku-

muh sudah ditangani  namun masih  menyisakan kumuh yang  berjumlah 

2.83 Ha sehingga sedang melanjutkan  penangan untuk menuntaskan sisa 

kumuh  tersebut. Bahwa mekanisme pengerjaan sudah berjalan dengan 

cukup efisien serta sudah terkoodinir dengan baik, karena juknis sudah 

jelas serta tim pelaksana sudah paham mengenai hal tersebut, akan  tetapi 

masih adanya kekurangan di bagian sosialisasi karena masih ada masyara-

kat yang  masih belum  paham  mengenai mekanisme pelaksanaan pro-

gram  KOTAKU. Program  kota  tanpa  kumuh anggaran  untuk pelaksa-

naannya  sama secara  merata  karena  dilihat  berdasarkan pada tingkat  

dan   luasan   kumuh di setiap desa pada tahun 2020 dan 2021 itu anggaran 

untuk  pelaksanaan  program  kota  tanpa  kumuh sama berjumlah 1 miliar 

Program   kota   tanpa   kumuh hasilnya  sangat  berguna  dan  dapat  

dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  karena  dengan adanya program 

kota tanpa kumuh masyarakat yang   bertempat   tinggal   di   kawasan   
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BAB VI
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kumuh merasa  nyaman  dengan  sarana  dan  prasarana yang dibangun 

oleh program tersebut.  

2. Faktor penghambat menjadi salah satu penyebab sebuah program tidak 

dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan ketika masyarakat tid-

ak di sosialisasikan dengan baik tentang program ini tidak paham dengan 

program  ini jadi masyarakat tidak mendukung sepenuhnya padahal pro-

gram ini swakelola masyarakat bisa bekerja bisa berpartisipasi dengan ikut 

memberikan kontribusi dalam bentuk swadaya masyarakat.  

 

6.2  Saran  

1. Bagi pemerintah Desa Tarai Bangun dikarenakan pentingnya program un-

tuk  menangani  permasalahan permukiman  kumuh,  perlunya mengkaji  

ulang  dan meningkatkan monitoring evaluasi  program  yang  sudah mau-

pun akan berjalan. 

2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif setiap kegiatan da-

lam pelaksanaan program KOTAKU ini dalam menangani wilayah per-

mukiman kumuh dimulai dari merawat diri sendiri dan  lingkungan  tem-

pat tinggal,  karena  awal  dari lingkungan  kumuh  berasal  dari pola hidup 

yang tidak baik. 

3. Pemerintah  Desa Tarai Bangun  selalu memndukung dan memfasilitasi 

seluruh kegiatan pelaksanaan program KOTAKU. Apabila hal tersebut 

dapat berjalan dengan baik maka program KOTAKU akan mencapai 

tujuan  dan  permasalahan  kawasan  kumuh di Desa Tarai bangun 
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4. Bagi  seluruh  kelompok  kerja yang  terlibat  dalam  program  KOTAKU  

dapat meningkatkan  kinerja  dalam pelaksanaan  dan memotivasi-

masyarakat   untuk   berpartisipasi dalam  pelaksanaan program  KO-

TAKU.  Hal tersebut  bertujuan agar  program KOTAKU dapat  mencapai  

hasil  yang  sudah  ditentukan.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Evaluasi Penerapan Program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh) di Desa Tarai Bangun 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar   

1. Karakteristik Informan 

Informan 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan Terakhir : 

Jabatan   : 

Tanggal Wawancara : 

2. Pertanyaan 

 

NO 

Teori Evaluasi  

Pertanyaan Indikator Sub Indikator 

1. Efektivitas a. Penerima program sesuai 

dengan kriteria yang telah 

ditentukan 

- Apakah program  KOTAKU berjalan 

sesuai dengan target yang telah 

ditentukan ? 

 

  b. Pelaksanaan program 

harus berjalan dengan 

adil/tidak diskriminatif 

- Apakah ada inovasi dalam  

melaksanakan program KOTAKU Di 

Desa Tarai Bangun ?  

 

2. Efisiensi a. Seberapa banyak usaha 

yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang 

- Dari mana anggaran  program 

KOTAKU untuk di Desa Tarai 

Bangun ? 



diinginkan  

3. Kecukupan  a.  Seberapa jauh hasil yang 

telah dicapai dapat 

memecahkan  masalah ?  

- Bagaimana pencapaian sasaran 

dengan besaran anggaran yang 

dikeluarkan ? 

 

4. Pemerataan  a. Pendistribusian dana yang  

merata dan fasilitas yang 

diberikan kepada  

masyarakat sudah dapat 

memenuhi kebutuhan 

masyarakat 

- Apakah program KOTAKU  

dilaksanakan sudah merata disetiap 

wilayah di Desa Tatai Bangun ?  

 

5. Responsivitas  a.  Manfaat dari program 

KOTAKU tersebut sudah 

membantu perekonomian 

masyarakat  

- Apakah program KOTAKU tersebut 

sudah mencapai tujuan dan membantu 

masyarakat ? 

6. Ketetapan  a. Pelaksanaan program 

bantuan sesuai dengan 

ketetapan waktu yang 

ditentukan 

- Apakah pelaksanaan program 

KOTAKU sudah tepat sasaran ?  

 

Hambatan masyarakat dalam mendapatkan bantuan RLH 

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam mendapatkan program 

KOTAKU  ini ?  



Evaluasi Hasil  

1. Bagaimana laporan hasil evaluasi pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun 

?  

Pertanyaan untuk Masyarakat  

1. Apakah bapak/ibu sebelumnya mengetahui ada program KOTAKU di Desa Tarai Bangun 

? 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya program KOTAKU ? 

3. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU ini ?  

4. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum, sesudah maupun saat 

pelaksanaan program KOTAKU di Desa Tarai Bangun ?  
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sama tepat pada bulan Juli - Agustus 2021  penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata Daring (KKN-DR) di Desa Tarai Bangun,  Kecamatan Tambang, 

Kabupaten Kampar. Selama kuliah penulis memiliki pengalaman organisasi 

internal kampus yaitu HMJ Administrasi Negara  pada tahun 2019-2020 di bidang 

Kewirausahaan.   

Penulis mengikuti ujian seminar proposal pada Kamis, 20 Januari 2022 

kemudian mengikuti ujian Munaqasah pada Kamis, 21 Juli 2022 dengan judul 

skripsi "Evaluasi Penerapan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa 

Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar " dinyatakan lulus dan 

berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos). 

 

 

 


